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Buku ajar tentang Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Multikultural ini 

menghadirkan sebuah karya yang berusaha mencerahkan dan menginspirasi 

pembaca tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap 

individu serta mengembangkan pemahaman dan penghargaan terhadap 

keragaman budaya di dunia ini. 

Hak Asasi Manusia adalah prinsip universal yang melekat pada setiap 

manusia tanpa pandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. 

Pendidikan Multikultural, di sisi lain, melibatkan pemahaman, penerimaan, 

dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, bahasa, dan tradisi 

yang ada dalam masyarakat kita. 

Pendidikan Multikultural memainkan peran yang penting dalam 

membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Dalam dunia yang semakin 

saling terkait ini, kita perlu menghargai dan memahami perbedaan budaya, 

serta mampu berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang 

beragam. Pendidikan Multikultural membuka pintu bagi dialog, pemahaman, 

dan kolaborasi yang menguntungkan bagi semua individu. 

Dalam buku ini, kami berharap dapat mengilustrasikan secara jelas dan 

komprehensif mengenai Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Multikultural. 

Melalui penjelasan, konsep, dan contoh nyata, kami ingin memotivasi 

pembaca untuk menjadi agen perubahan yang mampu memperjuangkan 

keadilan, kesetaraan, dan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

kontribusi dan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ajar ini 

dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pendidik, siswa, dan 

siapa pun yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Hak Asasi 

Manusia dan Pendidikan Multikultural. 

Selamat membaca, belajar, dan berbagi pemahaman yang lebih dalam 

tentang pentingnya menghormati hak-hak setiap individu dan memperkaya 

diri melalui keberagaman budaya. 

 

Terima kasih. 

 

 

 

Penulis 

KATA PENGANTAR 
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Selamat datang di buku ajar Pendidikan Hak Asasi Manusia dan 

Pendidikan Multikultural. Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman 

yang mendalam tentang pentingnya pendidikan Hak Asasi Manusia dan 

pendidikan multikultural dalam konteks dunia yang semakin global dan 

beragam. Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang tidak hanya 

mengakui keberagaman budaya, ras, agama, dan latar belakang siswa, tetapi 

juga memperkaya pengalaman belajar mereka dengan mengintegrasikan 

perspektif-perspektif yang berbeda. Dalam buku ini, kita akan menjelajahi 

konsep, teori, dan praktik pendidikan HAM dan multikultural yang dapat 

diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Kami akan memperkenalkan Anda 

pada berbagai pendekatan dan strategi yang dapat digunakan untuk 

menciptakan lingkungan belajar inklusif, saling pengertian, dan menghargai 

perbedaan di antara siswa. 

Pertama, kita akan membahas landasan teoritis pendidikan HAM dan 

multikultural, menggali konsep kesadaran budaya, pengakuan identitas, dan 

pentingnya memahami keterkaitan antara kebudayaan dan pendidikan. 

Kemudian, kita akan menjelajahi isu-isu penting dalam pendidikan HAM dan 

multikultural seperti diskriminasi, stereotipe, prasangka, dan bagaimana 

menghadapinya. Selanjutnya, buku ini akan membahas strategi dan praktik 

pengajaran HAM dan multikultural yang dapat diterapkan di dunia pendidikan. 

Kami akan memperkenalkan Anda pada pendekatan pengajaran yang 

berpusat pada siswa, penggunaan materi pembelajaran yang mewakili 

keragaman, dan cara mengintegrasikan isu-isu HAM dan multikultural ke 

dalam kurikulum. 

Melalui buku ini, kami berharap Anda akan memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang pentingnya pendidikan hak asasi manusia dan 

pendidikan multicultural dan bagaimana menerapkannya dalam konteks 

pendidikan. Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan wawasan 

dan inspirasi bagi Anda dalam mempraktikkan pendidikan hak asasi manusia 

yang berdampak positif bagi siswa dan masyarakat multicultural.  
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STRATEGI PEMBELAJARAN 

Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik ini dibagi dalam 16 (enam belas) 

kali pertemuan dengan ketentuan: 12 (dua belas) kali pertemuan untuk 

pembelajaran melalui ceramah, tanya jawab, studi kasus, dan 4 (empat) kali 

pertemuan untuk tes formatif/tugas, dan UTS/UAS  

Strategi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari: 

A. Urutan kegiatan instruksional berupa: pendahuluan (tujuan mata kuliah, 

cakupan materi pokok bahasan, dan relevansi), penyajian (uraian, contoh, 

diskusi, evaluasi), dan penutup (umpan balik, ringkasan materi, petunjuk 

tindak lanjut, pemberian tugas di rumah, gambaran singkat tentang 

materi berikutnya) 

B. Metode yang digunakan: metode ceramah, tanya-jawab, diskusi, studi 

kasus, dan penugasan. 

C. Ceramah berupa penyampaian bahan ajar oleh dosen pengajar dan 

penekanan-penekanan pada hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk 

diterapkan nantinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

D. Tanya jawab dilakukan sepanjang jam perkuliahan, melalui tatap muka 

dan atau daring (sepanjang masa pandemi), dengan memberikan 

kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pertanyaan 

tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti. 

E. Studi kasus dilakukan dengan memberikan contoh kasus/kondisi pada 

akhir pokok bahasan, mengambil tema yang sedang aktual di masyarakat 

dan berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, kemudian mengajak 

mahasiswa untuk memberikan pendapat atau menganalisis secara kritis 

kasus/kondisi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka 

dapatkan. 

F. Penugasan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami bahan ajar, 

membuka wawasan, dan pendalaman materi.  

G. Media instruksionalnya berupa: artikel aktual di surat kabar/internet/ 

majalah/jurnal ilmiah, buku diktat bahan ajar, dan kontrak perkuliahan. 

H. Perkuliahan dapat dilakukan melalui tatap muka, Zoom Meeting, Google 

Meeting, Whatsapp, dan lain-lain. 
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HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA 

 
A. DESKRIPSI SINGKAT 

Hak Asasi Manusia merujuk pada hak-hak yang bersifat mendasar dan 

tidak terpisahkan dari setiap individu. Hak-hak ini diakui secara universal 

sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan keberadaannya 

sebagai manusia sejak lahir. (Ashri, 2018). Hak dasar tersebut merupakan 

landasan yang penting bagi kehidupan dan kelangsungan manusia. Sejak saat 

lahir, manusia telah dibekali dengan hak dasar tersebut. Pada saat 

kelahirannya, manusia berada dalam keadaan yang rentan dan bergantung 

pada orang lain. Ketergantungan tersebut membuat manusia membutuhkan 

bantuan dari sesama manusia, termasuk melalui pendidikan. John Dewey 

(1961) Manusia dijuluki sebagai "homo educandum", yang berarti mampu 

dididik, mendidik, dan membutuhkan pendidikan. Istilah tersebut 

menggambarkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengubah 

perilakunya melalui pendidikan. Manusia juga memiliki potensi untuk 

mengubah perilaku diri dan orang lain, sehingga pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan dapat dipindahkan, diwariskan, dan dikembangkan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Penting untuk dicatat bahwa manusia 

membutuhkan pendidikan agar dapat hidup secara layak sebagai manusia. 

Oleh karena itu, pendidikan merupakan hak setiap individu yang harus 

dipenuhi untuk menjadikan kehidupan mereka layak dan bermartabat. Hak 

Asasi Manusia tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara dan 

hukum. Sebaliknya, hukum dan negara diperlukan untuk melindungi dan 

menjamin bahwa hak asasi ini tidak dilanggar oleh orang lain. Konsep Hak 

Asasi Manusia ini didasarkan pada keyakinan teistik religius bahwa ada Tuhan 

Yang Maha Kuasa. Seluruh manusia bergantung dan tunduk pada ajaran-Nya 

agar dapat hidup dalam keselamatan dan kesejahteraan. 

BAB  
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PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA 

 
A. DESKRIPSI SINGKAT 

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang 

berkaitan dengan hakikatnya sebagai makhluk individu dan sosial. Tiga 

elemen penting dalam Hak Asasi Manusia adalah hidup, kebebasan, dan 

jaminan untuk tidak dianiaya. Undang-Undang 1999 No 39 memuat jaminan 

tentang Hak Asasi Manusia, yaitu hak mengembangkan diri, hak dalam 

berkeluarga, hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak dalam 

memperoleh keadilan, hak kesejahteraan, hak atas rasa aman, serta hak atas 

anak. Untuk menghindari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, maka 

dalam pelaksanaannya HAM harus dikawal dengan ketat oleh seluruh 

Penegak Hak Asasi Manusia bersama-sama dengan masyarakat sehingga 

dapat mengontrol pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.  

Konsep mengenai Hak Asasi Manusia telah tercipta sepanjang sejarah 

secara signifikan dalam perjuangan untuk melindungi dan menghormati 

martabat serta kebebasan individu. Seiring dengan berjalannya waktu, 

pemahaman dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia telah mengalami 

perubahan dan pengembangan yang meluas, termasuk dalam konteks global 

maupun nasional. Jaminan Hak Asasi Manusia berkembang dari masa ke masa, 

akan tetapi tidak dapat meninggalkan prinsip dasar yaitu mengutamakan 

prinsip-prinsip kemanusiaan. Pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan 

berarti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.  

Untuk memahami Hak Asasi Manusia, lembaga-lembaga pendidikan 

mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini hingga Perguruan Tinggi turut 

memegang peranan yang sangat penting. Melalui lembaga-lembaga 

pendidikan tersebut itulah Hak Asasi Manusia diajarkan baik sebagai ilmu 

pengetahuan maupun sebagai pendidikan. Artinya, pendidikan Hak Asasi 
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TUJUAN PENDIDIKAN HAM 

 
A. DESKRIPSI SINGKAT 

Dalam konteks pendidikan, pembahasan tentang Hak Asasi Manusia tidak 

dapat dipisahkan dari pengenalan terhadap karakteristik peserta didik pada 

setiap tahap perkembangannya. Selain memperhatikan bahwa peserta didik 

memiliki hak asasi sebagai individu dan makhluk sosial, penting juga untuk 

mempertimbangkan karakteristik mereka agar hak-hak asasi ini dapat 

ditempatkan dengan tepat sesuai dengan tuntutan usia mereka. Sebagai 

pendidik, guru tidak hanya dituntut untuk mampu menghormati hak asasi 

peserta didik, tetapi juga sekaligus mampu memberikan keteladanan dan 

mengajarkan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, rasional dan tujuan pendidikan 

HAM perlu dipahami agar dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh ke 

arah mana pendidikan HAM itu dipelajari peserta didik di sekolah. Kesadaran 

orang terhadap HAM masa-masa ini semakin meningkat. Kesadaran tersebut 

didorong oleh pemahaman, dan pemahaman ditentukan oleh pendidikan. 

Tingkat pendidikan yang rendah akan memiliki pemahaman secara sempit 

dan dangkal terhadap HAM. Hal ini dapat dilihat di dalam fenomena 

masyarakat, orang menuntut hak-haknya secara anarkis dan tidak 

menghormati hukum yang berlaku sehingga melanggar hak orang lain. Oleh 

karena itu, sekarang ini HAM sudah menjadi suatu tuntutan agar semua pihak 

menghormatinya. 

Sebagian besar anggota masyarakat semakin menyadari akan hak-haknya. 

Untuk memperoleh haknya tersebut orang menuntut setiap keinginan untuk 

dipenuhi. Nilai-nilai lama ditinggalkan karena dipandang sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan zaman, sedangkan nilai- nilai baru seperti keadilan, 

kebebasan, demokrasi belum dipahami dengan baik dan benar. Akibatnya 

masyarakat mengalami kebingungan nilai dalam menentukan kehidupannya. 
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GENOSIDA DAN KEJAHATAN APARTHEID 

 
A. DESKRIPSI SINGKAT 

Bab ini akan mengkaji tentang genosida dan kejahatan apartheid sebagai 

bagian dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang sangat serius. 

Genosida merujuk pada tindakan sistematis dan meluas untuk 

menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok etnis, 

agama, atau nasional. Ini melibatkan pembunuhan massal, pemaksaan 

kelompok yang bertujuan untuk menyebabkan kondisi hidup yang tidak dapat 

diterima, penyiksaan, pemerkosaan, dan tindakan lainnya yang dilakukan 

dengan niat untuk menghancurkan kelompok tersebut. Contoh terkenal dari 

genosida adalah Holocaust pada masa Perang Dunia II di mana Nazi Jerman 

berusaha untuk memusnahkan Yahudi secara sistematis. Genosida 

merupakan salah satu pelanggaran HAM yang sangat berat karena berkaitan 

dengan hak untuk hidup yang diberikan Tuhan secara mutlak bagi setiap 

umat-Nya. 

Apartheid merupakan sebuah kebijakan rasial yang dikembangkan dan 

diterapkan di Afrika Selatan antara tahun 1948 hingga 1994. Ini adalah 

sebuah rezim di mana pemerintah secara resmi memisahkan dan 

mendiskriminasi orang-orang berdasarkan ras mereka. Orang-orang kulit 

putih, yang merupakan minoritas, memiliki hak-hak istimewa dan kontrol 

penuh atas kehidupan orang-orang kulit hitam dan ras kulit berwarna lainnya. 

Apartheid mencakup segregasi spasial, pembatasan pergerakan, diskriminasi 

dalam pekerjaan dan pendidikan, serta pelanggaran hak asasi manusia 

lainnya terhadap mayoritas penduduk Afrika Selatan. 

Baik genosida maupun apartheid adalah kejahatan yang sangat serius dan 

melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia. 

Keduanya telah dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh 
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HAM DALAM DUNIA KONTEMPORER 

 
A. DESKRIPSI SINGKAT 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip dan norma-norma yang 

mengakui dan melindungi hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, 

tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, etnisitas, atau latar belakang 

sosialnya. Dalam dunia kontemporer, HAM menjadi isu penting dan menjadi 

pijakan utama dalam menjaga martabat manusia dan mendorong keadilan 

sosial.  

Dalam dunia kontemporer, HAM tetap menjadi agenda penting dalam 

mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat 

setiap individu. Meskipun masih banyak tantangan, upaya berkelanjutan 

untuk memperkuat perlindungan HAM terus dilakukan melalui kerja sama 

internasional, aktivisme, dan kesadaran masyarakat yang berkembang. 

Berbagai isu terkait HAM yang menjadi fokus perhatian dunia global. 

Misalnya, isu hak perempuan, hak LGBT+, hak migran dan pengungsi, hak 

lingkungan hidup, dan perlindungan terhadap pekerja migran. Masalah ini 

menyoroti pentingnya melindungi dan mempromosikan hak-hak individu 

yang rentan dalam masyarakat yang terus berkembang. Meskipun upaya 

besar telah dilakukan untuk melindungi HAM, pelanggaran HAM masih terjadi 

di berbagai belahan dunia. Pelanggaran dapat berupa penyiksaan, 

diskriminasi, penindasan politik, pelanggaran kebebasan beragama, dan 

genosida.  

Organisasi hak asasi manusia dan mekanisme hukum internasional 

bekerja untuk mengungkap dan mengadili pelanggaran HAM. Aktivisme dan 

gerakan masyarakat sipil berperan penting dalam memperjuangkan HAM. 

Aktivis HAM, organisasi non-pemerintah, dan individu yang peduli berjuang 

untuk mengadvokasi, menyuarakan, dan mempromosikan perlindungan HAM. 
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HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 

 
A. DESKRIPSI SINGKAT 

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan 

pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah 

HAM menggantikan istilah Natural Rights. Hal ini karena konsep hukum alam 

yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi 

manusia yang dipahami sebagai natural rights merupakan suatu kebutuhan 

dari realitas sosial yang bersifat universal. Pada perkembangannya telah 

mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan 

praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas. 

Pada awalnya, HAM berada di negara-negara maju, kemudian dengan 

perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka 

negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, 

harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional 

sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta 

kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia sebenarnya 

dalam UUD1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. 

Setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, 

ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya 

pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat 

pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan UUD 

1945. Namun konstituante (lembaga negara dalam membentuk UU) yang 

terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan 

Keppres Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959. Hal ini mengakibatkan 

kita kembali lagi pada UUD 1945. 
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HAK ASASI MANUSIA  

DALAM KONSTITUSI INDONESIA 

 
A. DESKRIPSI SINGKAT 

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu 

sebagai manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar 

belakang sosial-ekonomi. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia 

memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga 

negara. Konstitusi Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 

1945, mengakui pentingnya menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.  

Materi ini mencakup beberapa hak asasi manusia yang dijamin dalam 

konstitusi, antara lain: Hak untuk Hidup: Konstitusi menjamin hak setiap 

individu untuk hidup, dan melarang hukuman mati kecuali dalam keadaan 

tertentu. Hak Kesetaraan: Konstitusi menjamin setiap warga negara 

kesetaraan di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, 

jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Hak Kebebasan Berpendapat dan 

Beragama: Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat 

secara bebas dan mengamalkan agama pilihannya sesuai dengan keyakinan 

masing-masing. Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Konstitusi 

menjamin hak setiap individu untuk berserikat dan berkumpul secara damai 

tanpa melanggar hukum. Hak Privasi: Konstitusi melindungi hak privasi 

individu dan melarang penggunaan ilegal terhadap informasi pribadi. Hak 

Mendapatkan Pendidikan: Setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak dan berkualitas. Hak Kesehatan: Konstitusi menjamin 

akses setiap individu terhadap layanan kesehatan yang memadai. Hak 

Pekerjaan dan Upah Layak: Konstitusi melindungi hak setiap individu untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak dan upah yang adil. 
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PENDIDIKAN MULTIKULTURAL 

 
A. DESKRIPSI SINGKAT 

Mata kuliah Pendidikan Multikultural diharapkan dapat menolong 

mengembangkan kemampuan dalam mengkaji konsep warganegara 

Indonesia yang cerdas, memiliki tanggung jawab dan berpartisipasi sebagai 

warga masyarakat yang multikultur dan warga dunia yang berbudaya.  

Pendidikan sebagai sebuah proses pengembangan sumber daya manusia 

agar memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang 

optimal memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan 

lingkungan budaya sekitarnya1. Lebih dari itu pendidikan merupakan proses 

“memanusiakan manusia” dimana manusia diharapkan mampu memahami 
dirinya, orang lain, alam dan lingkungan budayanya. Atas dasar inilah 

pendidikan tidak terlepas dari budaya yang melingkupinya sebagai 

konsekwensi dari tujuan pendidikan yaitu mengasah rasa, karsa dan karya. 

Pencapaian tujuan pendidikan tersebut menuai tantangan sepanjang masa 

karena salah satunya adalah perbedaan budaya. 

Kebutuhan terhadap pendidikan yang mampu mengakomodasi dan 

memberikan pembelajaran untuk mampu menciptakan budaya baru dan 

bersikap toleran terhadap budaya lain sangatlah penting atau dengan kata 

lain pendidikan yang memiliki basis multikultural akan menjadi salah satu 

solusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai karakter 

yang kuat dan toleran terhadap budaya lain. 

Pertautan antara Pendidikan dan Multikultural merupakan solusi atas 

realitas budaya yang beragam sebagai sebuah proses pengembangan seluruh 

potensi yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekwensi 

keragaman budaya, etnis, suku dan aliran atau agama. Pluralitas budaya, 

sebagaimana terdapat di Indonesia, menempatkan pendidikan Multikultural 
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